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ATAS
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NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan
Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan
Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras
dengan lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dan pemanfaatan
ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung hanya
berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan
Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung hanya sesuai dengan ketentuan
yang mengatur penataan ruang, memenuhi persyaratan admiristratif dan
teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung,
aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan
pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Bangunan
Gedung, aspek peran masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek
sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan
ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung
yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan
lingkungannya.

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini
dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dan awal telah
ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan
Gedung dapat memenuhi persyaratan baik adrninistratif maupun teknis
Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud
mengubah fungsi yang ditetapkan hanya diikuti dengan perubahan
persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar
pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung dapat lebih
efektif dan efisien maka fungsi Bangunan Gedung tersebut dikiasifikasikan
berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko
kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
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Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam
Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci
persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan
Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status
kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa
Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dan
pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan
Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan
adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak
lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung
dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan
yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan
tentang kepemilikan tanah.

Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh
masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan
Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan
dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang
transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan
efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang hanya
diberikan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata
bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam
mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-
persyaratan teknis yang hanya dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya
dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati
secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan
dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional,
layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan
lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai
fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun
kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan
dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam
berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan
lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu,
masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan
bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan
Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam
meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib
penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.
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II.

Pengaturan peran masyarakat dimaksudkan untuk mendorong
tercapainya tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib,
fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan,
kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya. Peran masyarakat yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok
masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui gugatan perwakilan.

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah
pelaksanaan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan
pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk
pemilik Bangunan Gedung, pengguna Bangunan Gedung, penyedia jasa
konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan bertujuan untuk
mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang
memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas
penyelenggara Bangunan Gedung.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh penyedia jasa konstruksi baik
sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun
jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa pengkaji teknis Bangunan
Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya
melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak
dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan
penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara
bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap
mempertimbangkan keadilan dan ketentuan perundang-undangan lain.
Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan
normatif mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan
sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
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Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai

tempat manusia tinggal dapat berbentuk:

1. bangunan rumah tinggal tunggal (bangunan rumah tinggal
yang mempunyai kavling sendiri dan salah satu dinding
bangunan tidak dibangun tepat pada batas kavling);

2. bangunan rumah tinggal deret (beberapa bangunan rumah
tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu
dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah
tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai kavling
sendiri);

3. bangunan rumah tinggal susun (Bangunan Gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk
tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama); dan

4. bangunan rumah tinggal sementara (bangunan rumah
tinggal yang dibangun untuk hunian sementara waktu dalam
menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat
permanen, misalnya bangunan untuk penampungan
pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau bencana
sosial).

Huruf b

Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama

sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat

berbentuk:

1. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;

2. bangunan gereja, kapel,

3. bangunan pura;

4. bangunan wihara;

5. bangunan kelenteng; dan

6. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

Huruf c

Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai
tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:

1.

2.

nalli

Bangunan  Gedung  perkantoran  seperti bangunan
perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;

Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar,
pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
Bangunan Gedung pabrik;

Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel,
motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;

Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat
rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
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6. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta
api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti
kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan
perikanan, bandar udara;

7. Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti
bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan

8. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya
seperti bangunan sarang burung walet, bangunan
peternakan sapi dan sejenisnya.

Huruf d

Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama

sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya

dapat berbentuk:

1. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan
sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;

2. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan
puskesmas,poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit
termasuk panti-panti dan sejenisnya;

3. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum,
gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;

4. Bangunan Gedung laboratorium  seperti bangunan
laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium
lainnya, dan

5. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan
stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.

Huruf e

Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang

memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan

nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang
tinggi.

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat kerahasiaan

tinggi” antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan,

wisma negara, Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan
gudang penyimpanan bahan berbahaya.

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko bahaya

tinggi” antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya,

gudang penyimpanan bahan berbahaya.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah apabila

satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan

dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan
budaya, dan/atau fungsi khusus.

Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama

kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:

1. bangunan rumah dengan toko (ruko);

2. bangunan rumah dengan kantor (rukan);

3. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran (Bangunan
Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat
perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, dan tempat
perkantoran);
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4. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan
(Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai
tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen,
tempat perkantoran dan hotel) dan sejenisnya.

Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus dilakukan

oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi

berwenang terkait.

Pasal 6
Ayat (1)
Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih
lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan dan
pemanfataan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan
persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan.
Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif
dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain
dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada
bangunan rumah susun.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dicantumkan
dalam permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. Dalam hal
Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka
dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung harus ada
persetujuan pemilik tanah.
Usulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh
pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian
menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha.

Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara
menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan
Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen.
Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung
hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen.

Ayat (4)

Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau
klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan
yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan
administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi
permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis
untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen;
atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi
hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan
administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha
(misalnya toko) klasifikasi permanen.

Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi
usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan
Gedung baru.

Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama
(misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian
permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin
mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada.

Ayat (5)

Pasal 9

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “persetujuan pemegang hak atas tanah”
adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah
terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.
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Pasal 12

Ayat (1)

Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya
perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau.
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses
awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.

Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin

Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara

lain:

e status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),

e data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, alamat,
tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dan lain-lain), data
lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dan
lain-lain);

e data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, luas
Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH,
dan lain-lain); dan

e data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab
penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan
mendirikan  Bangunan  Gedung, dan  perkiraan  biaya
pembangunannya.

Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana

Kabupaten/Kota, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh

pemilik dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di

samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan

klasifikasinya.

Yang dimaksud dengan Pejabat Berwenang adalah Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

Ayat ()

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan  khusus yang Dberlaku pada  suatu
lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang:

e daerah rawan gempa/tsunami;

e daerah rawan longsor;

e daerah rawan banjir;

e tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area);

e kawasan pelestarian; dan/atau

e Lkawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan jenis bahan semula antara lain:

Noakb=

memlester;

memperbaiki retak bangunan;

melakukan pengecatan ulang;

memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;
memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1m?;

membuat pemindah halaman tanpa kontruksi;
memperbiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas;

8. mengubah bangunan sementara.

Huruf

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pagar halaman yang sifatnya sementara antara lain pagar
halaman pembatas pada kegiatan konstruksi pembangunan
Bangunan Gedung.

Huruf e

Bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu antara
lain bangunan untuk pameran yang menggunakan konstruksi
sementara (knock down).

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan dari instansi terkait” adalah

rekomendasi

teknis yang diberikan oleh intansi terkait yang

berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi teknis pembina yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan
Gedung di daerah yaitu Perangkat Daerah yang menangani bidang
Pekerjaan Umum atau bidang Tata Ruang atau bidang Permukiman
dan Prasarana Wilayah atau bidang Cipta Karya atau dengan
sebutan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 26

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana
umum, sumber daya air, jaringan tegangan tinggi, kebencana-
alaman, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang
berkaitan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “diatur sementara” adalah peraturan
bupati/walikota mengenai ketentuan peruntukan lokasi
diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan
Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk
lokasi bersangkutan ditetapkan.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 46

Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur
melayu, atau suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan
berarsitektur modern.

Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat,
budayawan.

Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan
yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut
membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan
melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat
publik diperoleh melalui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum
dialog publik.

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan
persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan,
sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan
dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti
kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke
dalam tapak Bangunan Gedung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pasal 49

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.
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Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas, yaitu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Yang dimaksud dengan “kuat/kokoh” adalah kondisi struktur Bangunan
Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur Bangunan
Gedung sangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih dalam batas-
batas persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur
bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan “stabil” adalah kondisi struktur Bangunan
Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur
bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan “persyaratan pelayanan” (service ability) adalah
kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain memenuhi persyaratan
keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi
pengguna.
Yang dimaksud dengan “keawetan struktur” adalah umur struktur yang
panjang (lift etime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, lelah
(fatigue) dalam memikul beban.
Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan bangunan
prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dirancang
sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta mampu
bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan.
Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan bahan
bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga
perusak dan/atau jamur, dan menjamin keandalan Bangunan Gedung
sesuai umur layanan teknis yang direncanakan.Yang dimaksud dengan
beban muatan tetap adalah beban muatan mati atau berat sendiri
Bangunan Gedung dan beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi
Bangunan Gedung.
Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa dan
angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan atau
dorongan angin, dan lain-lain.
Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan Gedung untuk
mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga
struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam
kondisi di ambang keruntuhan.
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Pasal 57
Ayat (1)

Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan

harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen

arsitektur dan struktur Bangunan Gedung sehingga dapat
melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi
kebakaran.

Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung

antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi

yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan
perlindungan pada bukaan.

Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda terhadap

bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat

bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan
oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi
pemadaman.

Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem

proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm

kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam Bangunan Gedung,
alat pemadam api ringan, dan/atau sprinkler.

Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi

Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/atau aktif,

maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan

pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu

peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi, yaitu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan

Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2000 tentang

Telekomunikasi Indonesia, serta serta peraturan turunannya yang

berkaitan.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)

Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai

dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit

manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung adalah:

a. bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni
minimal 500 (lima ratus) orang, atau yang memiliki luas minimal
5.000 m? (lima ribu meter persegi), atau mempunyai ketinggian
Bangunan Gedung lebih dari 8 (delapan) lantai;

b. khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 (empat
puluh) tempat tidur rawat inap, terutama dalam mengidentifikasi
dan mengimplementasi-kan secara proaktif proses penyelamatan
jilwa manusia;
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c. khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau
memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas
mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal
5.000 m? (lima ribu meter persegi), atau beban hunian minimal
500 (lima ratus) orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000
m? (lima ribu meter persegi).

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara
tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu

peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air

minum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan

Pengawasan Kualitas Air Minum.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

116



Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “manusia berkebutuhan khusus” antara lain
adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita

hamil, anak-anak, dan penderita cacat fisik sementara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
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Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana dan/atau sarana umum” seperti
jalur kanal atau jalur hijau atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “di bawah air” yaitu Bangunan Gedung yang
dibangun berada di bawah permukaan air.

Yang dimaksud dengan “di atas air” yaitu Bangunan Gedung yang
dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung
(mengikuti naik-turunnya muka air) maupun menggunakan
panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “daerah hantaran udara listrik tegangan
tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi” adalah area di sepanjang
jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya.
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan
penggunaan menara telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan
Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009,
Menteri Pekerjaan Umum Nomor O07/PRT/M/2009, Menteri
Komunikasi dan Informatika nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swakelola” adalah kegiatan Bangunan
Gedung yang diselenggarakan sendiri oleh Pemilik Bangunan
Gedung tanpa menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan,
pelaksanaan dan/atau pengawasan.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat
yang menjalankan wurusan pemerintahan di bidang Bangunan
Gedung.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang
berkaitan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
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Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang
berkaitan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang
berkaitan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya, yaitu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta
peraturan turunannya yang berkaitan.
Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan
Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara
lain adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, Keputusan
Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi serta
peraturan turunannya yang berkaitan.

Pasal 144

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah
penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum
serta digunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa
menyebabkan risiko bagi kesehatan.
Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan
dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air
(drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat, pengendalian
vektor dan pembuangan tinja.
Yang dimaksud dengan penerangan adalah pencahayaan yang
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sesuai standar luminasi
tertentu, baik yang pencahayaan yang bersifat alami maupun
buatan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)
Penentuan kerusakan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji
Teknis.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan
semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau Dberjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan  kehidupan masyarakat pada  wilayah
pascabencana.

Ayat (3)
Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa
rumah individual atau rumah bersama yang berbentuk Bangunan
Gedung dengan fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang
secara fisik terdiri atas komponen Bangunan Gedung, pekarangan
atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya.
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Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah
masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki
rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
Ayat (4)
Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran
Pemerintah Daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling
bawah adalah Camat atau Lurah/Kepala Desa.
Ayat (9)

Proses Peran Masyarakat dimaksudkan agar:

a. masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan
keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi
rumah di wilayahnya;

b. masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang
telah direhabilitasi;

c. masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan
dilengkapi dokumen IMB.

Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 146

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.
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Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli yang
berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka dapat
diangkat tenaga ahli dari daerah lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan
keuangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan
turunannya yang berkaitan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 159
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pengajuan Gugatan Perwakilan” adalah
gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah
tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan
kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau
pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta
atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok
dimaksud.
Pasal 160
Cukup jelas.
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Pasal 161
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjaga ketertiban” adalah sikap
perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan
kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok yang
mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada
pihak yang berwenang.
Yang dimaksud dengan “mengurangi tingkat keandalan Bangunan
Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang
menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh
keandalan Bangunan Gedung seperti merusak, memindahkan
dan/atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan
Gedung.
Yang dimaksud dengan “mengganggu penyelenggaraan Bangunan
Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang
menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses
penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti menghambat jalan
masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat
membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan,
kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli,
dan/atau masyarakat hukum adat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 165
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hukum acara Gugatan Perwakilan” yaitu
Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hukum
Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Bantuan pembiayaan oleh Pemeritah Daerah pada Gugatan
Perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut
mewakili rakyat miskin yang menggugat kelompok tertentu yang
secara ekonomi lebih kuat.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai tindak lanjut keluhan
masyarakat secara administratif dan teknis.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu
peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang
berkaitan.
Pasal 181
Cukup jelas.
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Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
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